
PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

I. UMUM 

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih 

efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk 

memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui 

restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan 

Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis 

Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. 

Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara 

pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi 

pemungutan pajak; menyederhanakan administrasi perpajakan 

sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan 

biaya pemungutan; memudahkan pemantauan pemungutan Pajakter 

integrasi oleh Daerah; dan mempermudah masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung 

kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi 

perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, 

PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek 

rekreasi, dan persewaan sarana dan · prasarana olahraga 

(objekolahraga permainan). 
Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak 

antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, 

BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatiny� \1 



merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut 
dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban 

Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai 
PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan 

memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap 
tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. 
Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi 

sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat 

fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di 

Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang 
lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi 
APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah 
untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi 

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah 

Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu 

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan 
Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi 

disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan 

belas) jenis pelayanan.Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar 

Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi 

yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan 
dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi 
dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam 

mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah 

Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka 

mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya 

saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada 

Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka 

pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi 
di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi 

dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta 
melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak 

dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan 

\t\r dalam berusaha. 



Untuk itu, Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan bagian dari 

Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan 

dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan 
Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal 1n1 memuat pengertian yang dipergunakan dalam 

Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk mencegah 
timbulnya salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada masing-masing pasal, 

agar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta aparatur dalam 

menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan 

lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi dalam 

pengelolaan Pajak dan Retribusi. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukupjelas 
Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 



Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan 
untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass 

RapidTransit), lintas raya terpadu (Light Rail 

Transits, a tau yang sejenis'' adalah jalur rel yang 

digunakan sebagai infrastruktur perhubungan 
untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk 
area lain pada stasiun seperti kantor, gedung 

parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas 
hiburan di stasiun. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 
Contoh perhitungan penetapan PBB-P2 sebagai berikut 

1. Nama Wajib Pajak : Nofita Kalele 

2. Alamat Objek Pajak : Desa Leboto Kecamatan Kwandang 

3. Objek Pajak 
a. Luas bumi : 801 m2 

b. Luas bangunan : 174 m? 
c. NJOP Bumi : Rp14.500/m2 

d. NJOP Bangunan: Rp505.000/m2 

D Jumlah NJOP Bumi 



Rp14.500 X 801 

D Jumlah NJOP Bangunan 

Rp505.000 X 174 

Total jumlah NJOP 

- NJOPTKP 

- NJOP kena Pajak 

=Rpl 1.614.500 

=Rp87.870.000 

=Rp99.484.500 

: Rpl0.000.000 

: Rp89.484.500 

NJOP dasar pengenaan PBB 

Rp89.484.500 X 20°/o 

Tarif PBB-P2 

- PBB-P2 terutang 

Rpl 7.896.900 X 0,5°/o 

Pasal 11 

Ayat (1) 

= 0,5 o/o 

= Rp17.896.900 

= Rp89.484 

Yang dimaksud dengan tahun pajak jangka waktu 1 
(satu) tahun kalender, yaitu jangka waktu pajak yang 

terutang dari bulan Januari sampai dengan bulan 
Desember. 

Ayat (2) 

PBB-P2 yang terutang menurut keadaan objek PBB-P2 

pada tanggal 1 Januari adalah tanggal penetapan pada 

SPPT berdasarkan pendaftaran/pendataan yang 

dilaksanakan pada triwulan II dan proses penetapan 

mulai bulan November untuk SPPT Tahun berikutnya 

dan bila 1 Januari dinyatakan hari libur maka tanggal 

pada SPPT adalah tanggal sesudahnya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu 

antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada 

kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana 

tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau 

harus diwariskan kembali. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan 

hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru 

yang menyebabkan terjadinya perubahan nama. 
Huruf g 

Cukup jelas. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat(l) 

Huruf a 

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan 

dan/atau Minuman: 

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan 

minuman kepada konsumen. Roti diproduksi 
dari tern pat lain (pabrik roti), kemudian 

didistribusikan melalui Toko Roti A untuk 

dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak 

menyediakan meja, kursi, dan/ atau peralatan 
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, 

Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, 
sehingga atas penjualan roti dan minuman 

yang dilakukan tidak terutang PBJT, 

melainkan merupakan objek pajak 
pertambahan nilai. 

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X 

di Kota Z melakukan penjualan roti dan 

minuman kepada konsumen. Roti diproduksi 
dari tempat lain (pabrik roti), kemudian 

didistribusikan melalui Toko Roti B untuk 

dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan 
pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B 

menyediakan meja dan kursi kepada 
konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh 

karena itu, toko roti dimaksud merupakan 
Restoran sehingga atas penjualan roti dan 
minuman yang dilakukan terutang PBJT 
bukan objek pajak pertambahan nilai. 



3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat 

Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi 

(proses pembuatan dan pengolahan bahan 
menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada 

konsumen. 

Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan 

dan penjualan langsung kepada konsumen 

tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau 
peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh 
karena itu, Tako Roti dimaksud tidak 

memenuhi kriteria Restoran sehingga atas 

penjualan roti dan minuman yang dilakukan 

tidak terutang PBJT, melainkan merupakan 
objek pajak pertambahan nilai. Dengan 
demikian, meskipun atas toko roti yang 

memiliki merek dagang yang sama, dapat 

terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, 

bergantung pada pelayanan riil toko roti 
apakah hanya menjual (distribusi) atau 
memberikan pelayanan selayaknya Restoran. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 



Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan rumah penginapan adalah 

bangunan dalam bentuk apapun yang dijadikan 
tempat menginap antara lain kos-kosan dengan 
dipungut bayaran 

Hurufj 

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang 
difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, 
apartemen, dan kondominium yang disediakan 
sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi 

hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan 

(kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan). 
Huruf k 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan "jasa persewaan ruangan 
diusahakan di hotel" adalah ruangan yang 

disewakan oleh pelaku usaha untuk 

penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, 
toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di 
dalam hotel. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 



Pasal 25 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" 
adalah bentuk permainan yang berada di dalam 

kawasan arena dan/atau taman bermain yang 
dipungut bayaran, baik yang berada di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan 
ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, 
paintball, dan sebagainya. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan'' 
adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga 
seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan 
futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan 

sebagainya yang dikenakan bayaran atas 

penggunaannya. 

Hurufj 

Cukup jelas. 
Huruf k 

Cukup jelas. 
Huruf 1 

Cukup jelas. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal34 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal39 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan 
penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan 
pengambilan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 



Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 



Pasal 60 

Cukup jelas. 
Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 
Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 
Pasal 69 

Cukup jelas. 
Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukupjelas 
Pasal 74 

Cukupjelas 

Pasal 75 

Cukupjelas 

Pasal 76 

Cukupjelas 
Pasal 77 

Cukupjelas 
Pasal 78 

Cukupjelas 



Pasal 79 

Cukupjelas 

Pasal 80 

Cukupjelas 

Pasal 81 

Cukupjelas 

Pasal 82 

Cukupjelas 

Pasal 83 

Cukupjelas 
Pasal85 

Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "tepi jalan umum" adalah bagian 

tepi jalan pada bahu jalan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 86 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "los" adalah tempat 
berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi 

dinding yang dipergunakan untuk 

memperdagangkan barang dan/ atau jasa. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah lapangan 

atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang 
dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang bersifat tidak permanen. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "kios/toko" adalah 

bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan 
berdinding yang dipergunakan untuk 

memperdagangkan barang dan/atau Jasa. 

Huruf d 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 



Pasal 87 

Cukup jelas. 
Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 
Pasal 93 

Cukupje;as 
Pasal 94 

Cukupjelas 

Pasal 95 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar 

badan jalan" adalah tempat yang disediakan yaitu gedung 
atau bangunan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah 

Daerah seperti pada RSUD, Pasar, Tempat Rekreasi, 
dan/atau sarana umum lainnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 
Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 
Pasal 100 

Ayat (1) 
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 
adalah penjualan berupa bibit atau benih tanaman, 
bibit ternak, bibit atau benih ikan dan es balok. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 
Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Ayat(l) 

Contoh perhitungan Retribusi PBG 

+ Rumah tinggal tipe-36 

+ Luas bangunan (Ltl) = 36 m? 

• kontruksi = permanen 

• lokasi = Kecamatan Kwandang 

+ SHST = Rp. 5.170.000 

+ Rumus retribusi PBG 

NR = Ltl X (Ilo X SHST) X it X ibg 
NR = 36 X (0,5°/o X Rp. 5.170.000,-) X 0, 18 X 1 

NR = 36 X 25.850 X 0, 18 X 1 = Rp.167.508 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Ayat (5) 

Cukupjelas 
Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 



Pasal 109 

Ayat(l) 

Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA atas 

pengesahan rencana pengunaan TKA perpanjangan 

dibagi sebagai beriku t : 

a. Pembayaran dana kompensasi adalah Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) jika TKA bekerja di 

lokasi lebih dari 1 ( satu) Provinsi. 

b. Penerimaan Daerah Provinsi yang disebut Retribusi 

Perpanjangan IMTA, jika TKA bekerja di lokasi lebih 

dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 

c. Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota yang disebut 

Retribusi Perpanjangan IMTA, jika TKA bekerja di 

lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. 

d. Kewenangan pemungutan dana kompensasi 

dan/atau Retribusi untuk Daerah adalah atas 

pengesahan rencana pengawasan TKA perpanjangan 

izin. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 



Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 
Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 
Pasal 126 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

Cukup jelas. 
Pasal 128 

Cukup jelas. 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

Pasal 130 

Cukup jelas. 
Pasal 131 

Cukupjelas 

Pasal 132 

Cukupjelas 

Pasal 133 
Cukupjelas 

Pasal 134 
Cukupjelas 
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